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P U T U S A N

Nomor 201/ Pdt. G/ 2016/ PA Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan 

tidak ada, tempat kediaman di Desa Tompo, Kecamatan Barru, 

Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan 

Tukang Batu, tempat kediaman di Desa Tompo, Kecamatan 

Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang. 

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 

Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 201/ Pdt. G/ 2016/ PA 

Br. tanggal 20 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari 

Ahad, tanggal 12 Agustus 1990, di Binuang, Desa Madello, Kecamatan 
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Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Kk. 

21. 15. 01/ PW. 01/ 289/ 2016 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA 

Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 12 Agustus 1990.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah 

membina rumah tangga selama dua puluh empat tahun tujuh  bulan di 

rumah Penggugat dan Tergugat di Bontang (Kaltim) dan di rumah 

Penggugat dan Tergugat di Batulappa (Barru) serta telah dikaruniai dua 

orang anak yang bernama:

- Anak pertama, umur 23 tahun

- anak kedua, umur 12 tahun

kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan 

rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2016, rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan:                                                                                                                                      

a) Tergugat sering keluar malam;

b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama 

Sukmawati, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan 

berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Maret 

2016, Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuahan 

Tergugat bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan isteri baru 

Tergugat sekarang.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 

bulan Maret 2016 sampai sekarang (3 bulan), dan selama itu Penggugat 

dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi. 

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat 

lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya 
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Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama 

Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka 

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan 

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah 

datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan 

resmi sedang tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan 

hukum yang sah, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa 

hukumnya yang sah.  

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311076407690002 atas 

nama Kartini, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru 

tanggal 15 Februari 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup 

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh 

Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Kk. 21. 15. 01/ PW. 01/ 289/ 

2016, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, 

Kabupaten Barru tanggal 19 Mei 2016. Bukti tersebut telah diberi 

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 

dua orang Saksi masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi kedua. 

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan 

keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas 

Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

Saksi Pertama, umur 65 tahun: 

• Bahwa Saksi kenal Tergugat karena menantu Saksi;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang dan 

Batulappa;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua puluh 

empat tahun tujuh bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;

• Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak 

harmonis lagi;

• Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak 

harmonis, karena Tergugat sering keluar malam dan telah berselingkuh 

dengan perempuan yang bernama Sukmawati bahkan Tergugat telah 

menikahi perempuan tersebut;
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• Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang-orang disekitar 

rumah Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat telah menikah 

dengan Sukmawati;

• Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan 

Maret  2016 sampai sekarang sudah tiga bulan;

• Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

• Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara 

Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada 

Penggugat karena selama ini Penggugat selalu meminta uang belanja 

kepada Saksi;

• Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi 

Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi.

Saksi Kedua, umur 36 tahun: 

• Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah; 

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang dan 

Batulappa;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua puluh 

empat tahun tujuh bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;

• Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak 

harmonis lagi;

• Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak 

harmonis, karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

• Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita tetangga Penggugat 

yang mengatakan kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan 

yang bernama Sukmawati;

• Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan 

Maret  2016 sampai sekarang sudah tiga bulan;

• Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

• Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara 

Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada 

Penggugat;

• Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi 

Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam 

kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan 

Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya 

telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat 

uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan 

ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetang 

Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang 

Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata 

pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan 

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan. 

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur 

Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 

Tahun 2008. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai 

melalui penasihatan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal         

154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah 

tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap 

Tergugat dengan alasan sekitar bulan Februari 2016, rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan 

Tergugat sering keluar malam dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan 

lain yang bernama Sukmawati, selama itu Penggugat berusaha bersabar 

hingga mencapai puncaknya pada bulan Maret 2016, dimana Tergugat pergi 

meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling mempedulikan lagi, 

selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga 

Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga..

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada 

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu 

antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan 

perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar 

jawabannya, maka secara yuridis Tergugat dianggap mengakui dan 
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membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat 

tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, perkara ini berkenaan dengan 

sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini 

adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan 

bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebelum 

mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat 

dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia. 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan 

sehingga bernilai sebagai akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan 

pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan 

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk) setelah diteliti 

ternyata telah terbukti jika Penggugat berdomisili di Desa Tompo, Kecamatan 

Barru, Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan gugatan cerai 

ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili 

perkara ini, sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 yang telah disempurnakan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), 

maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan 
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pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1990 dan harus dinyatakan antara 

Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat 

sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. 

Dengan demikian gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum 

dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang 

Saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah 

sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada 

pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

• Bahwa para Saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat. 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 

tanggal 12 Agustus 1990 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah 

tangga di Bontang kemudian pindah ke Batulappa, dan telah dikaruniai 

dua orang. 

• Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering 

bertengkar disebabkan sikap Tergugat.

• Bahwa para Saksi mengetahui jika Tergugat mempunyai wanita idaman 

lain dari informasi tetangga Penggugat;

• Bahwa para Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 

Maret 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman 

bersama.

• Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak saling mempedulikan lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah 

memberi nafkah untuk Penggugat sehingga Saksi pertama yang 

membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya.

9
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• Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai posita point tiga gugatan Penggugat 

mengenai kebiasaan Tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan 

perempuan lain, hanya diketahui para Saksi berdasarkan informasi tetangga 

Penggugat bukan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri, sehingga 

keterangan Saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dalil 

posita point tiga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti. 

Menimbang, bahwa sedang keterangan para Saksi yang lainnya karena 

didasarkan pada penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan 

yang lain dan relevan dengan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu 

berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan 

keSaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan 

Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan 

dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, Majelis Hakim telah 

dapat menyimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

• Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah 

pada tanggal 12 Agustus 1990 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru 

(vide bukti P) dan telah dikaruniai dua orang.

• Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

• Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 

sejak bulan Maret 2016 hingga kini yang sudah berlangsung selama tiga 

bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama 

dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling 

mempedulikan lagi.

• Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk 

Penggugat.
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• Bahwa terbukti pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun 

tidak berhasil.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah 

tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah 

mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau 

ketidakharmonisan antara suami istri dalam tumah tangga. Oleh karena itu 

perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi 

perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat, dan tampak dalam bentuk 

perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam 

bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah 

tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, 

atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan 

berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah 

tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang 

harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dengan indikasi masing-masing telah hidup 

secara terpisah yang kini telah berjalan selama tiga bulan, hal tersebut pada 

gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis 

Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling 

menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami 

istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana 

diamanatkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila 

kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan 

membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi 

bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka 

alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti 

kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi 

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  tentang Perkawinan jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah 

beralasan dan berdasarkan Hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai 

dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) 

dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 

ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo 

dipandang sebagai “Tasrih bi ihsan”, hal ini relevan dengan pendapat ahli 

Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah 

Wal Qonun halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam 

putusan ini yang artinya sebagai berikut:

”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah 

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi 

pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami 

isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan 

hukum Allah”.

Menimbang, bahwa  memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: 

“Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin 
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lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan 

menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat 

terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan 

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang 

menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah 

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat 

secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c 

Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas 

suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, maka talak 

yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama 

Barru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Lalabata, 

Kabupaten Soppeng, yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan 

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal 

Penggugat dan Tergugat. 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan 

peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan 

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan 

hukum tetap;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Masehi., bertepatan 

dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriyah., oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H., 

sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Suriani, 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat.

Ketua Majelis
Hakim Anggota
             Ttd ttd
       Ttd   ttd

Dra. Hj. Hasniati D
Nahdiyanti, S.HI

Hakim Anggota

       Ttd   ttd Panitera Pengganti

Ugan Gandaika, S.H., M.H        Ttd           ttd

Dra. Hj. St. Suriani
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara:
• Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

• Biaya Proses Rp 50.000,00

• Biaya Pemanggilan Rp 255.000,00

• Biaya Redaksi Rp 5.000,00

• Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 346.000,00

                (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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Barru, 6 November 2015
Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

Jasmin, S. H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


